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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik sangat berperan penting di dalam suatu negara akan tetapi
masih banyak dijumpai kekurangan yang belum mencapai kualitas apa yang diharapkan
oleh Masyarakat. Oleh sebab itu, kadang Masyarakat mengeluh dengan pelayanan yang
tidak berkualitas kepada pemberi pelayanan, akan tetapi biasa tuntutan tersebut tidak
ditindaklanjuti. Pelayanan publik harus memenuhi standar pelayanan sebagai tolok ukur
penyelenggaraan pelayanan serta standar penilaian mutu pelayanan sebagai kewajiban
dan janji pemerintah kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang bermutu,
bermutu, tepat waktu, mudah, terjangkau, dan terukur. Pelayanan publik telah di atur
dalam undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, peraturan ini
dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat
dan penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan dapat dimaknai sebagai arti aktivitas
memberi layanan dalam hal ini melayani individu (masyarakat) yang berkepentingan
pada suatu lembaga tersebut sesuatu aturan dasar dan tata cara yang telah ditetapkan

(Kurniawan, 2016).

Di Indonesia, Undang-undang yang mengatur kewajiban instansi memiliki
Standar Pelayanan adalah Undang-undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban warga Negara dalam
menerima pelayanan publik yang baik dari instansi pemerintah, serta kewajiban instansi
pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang bermutu. Salah satu poin
penting dari Undang-undang ini adalah penetapan Standar Pelayanan Pulik yang harus

dipatuhi oleh setiap instansi pemerintah dalam memberikan layanan kepada



masyarakat. Standar pelayanan ini mencakup berbagai hal seperti, waktu layanan,
prosedur yang harus diikuti, kualitas layanan, biaya, serta hak dan kewajiban pihak yang
terlibat dalam proses pelayanan. Unit pelayanan akan menghadapi tantangan dalam
meningkatkan dan mempertahankan kualitas penyelenggaraan serta produk layanan

tanpa adanya standar pelayanan yang dapat dijadikan acuan (Kurniawan, 2016).

Di Indonesia, Undang-undang yang mengatur kewajiban instansi memiliki
Standar Pelayanan adalah Undang-undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban warga Negara dalam
menerima pelayanan publik yang baik dari instansi pemerintah, serta kewajiban instansi
pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang bermutu. Salah satu poin
penting dari Undang-undang ini adalah penetapan Standar Pelayanan Pulik yang harus
dipatuhi oleh setiap instansi pemerintah dalam memberikan layanan kepada
masyarakat. Standar pelayanan ini mencakup berbagai hal seperti, waktu layanan,
prosedur yang harus diikuti, kualitas layanan, biaya, serta hak dan kewajiban pihak yang
terlibat dalam proses pelayanan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk
untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Kelurahan dibentuk dengan
Perda kabupaten/kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Kelurahan dipimpin
oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung
jawab kepada camat.

Salah satu instansi pemerintah yang melakukan pelayanan publik ialah Kantor
Kelurahan Karuwisi Utara. Sebagai pemerintah yang berwenang dan bertugas untuk
dapat memberikan sebuah jaminan kualitas dalam pelayanan publik kepada masyarakat

khususnya mengenai proses kepengurusan administrasi di wilayah kelurahan. Hal



demikian yang harus di penuhi oleh pemerintah agar dapat memberikan cerminan
pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat sehingga dapat tercipta rasa kepuasan
ketika melakukan pengurusan yang menyangkut dengan pelayanan publik di kantor
kelurahan. Dijelaskan mengenai pentingnya Penyusunan Standar Pelayanan, dan juga
konsekuensi apabila tidak memiliki standar pelayanan. Pada realitanya Kantor
Kelurahan Karuwisi Utara belum sepenuhnya patuh terhadap Undang-undang Nomor 25
Tahun 2009 tenatang Pelayanan Publik karna Kantor Kelurahan Karuwisi Utara belum
memiliki Standar Pelayanan.

Maka pentingnya Standar Pelayanan disusun dan diterapkan pada Kantor
Kelurahan Karuwisi Utara agar memberikan kepada Masyarakat terkhususnya
Kelurahan Karuwisi Utara untuk mendapatkan pelayanan dalam kualitas yang dapat
dipertanggung jawabkan. Pelayanan yang baik merupakan tujuan instansi guna
mempersiapkan pegawai agar mampu bekerja secara profesional sehingga tercipta
pelayanan yang berkualitas seperti apa yang harapkan oleh Masyarakat. Pegawai yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pegawai pemerintahan atau
pegawai layanan publik memiliki peran sangat penting dalam memastikan bahwa
masyarakat mendapatkan layanan yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan sehari-
hari dengan baik.

Adapun pegawai pada Kantor Kelurahan Karuwisi Utara sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Pegawai Kantor Kelurahan Karuwisi Utara

ASN (Aparatur Sipil Negara) 6 Orang
Honorer/Kontrak 2 Orang
Total 8 Orang

Sumber : Kantor Kelurahan Karuwisi Utara, 2024



Berdasarkan Tabel di atas bahwasanya Pegawai Kantor Kelurahan Karuwisi
Utara yang berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara) berjumlah 6 orang dan
Honorer/Kontrak 2 orang. Lokasi dari Kantor Kelurahan sangat mudah diakses oleh
Masyarakat setempat karena berada pada pinggir jalan raya. Pada Kantor Kelurahan
Karuwisi Utara terdapat beberapa pelayanan yang dilakukan, antara lain:

Tabel 2
Jenis Pelayanan Kantor Kelurahan Karuwisi Utara

Kantor

1. Surat Keterangan Ahli Waris -

Kelurahan 2. Surat Kuasa -

. 3. Daftaran Tanah -
Karuwisi Utara

4, Perpindahan Penduduk 1

Berdasark |5 Inventaris -

6. Surat Keterangan Domisili 4

an Tabel di 7. Surat Kelahiran 1

atas terdapat 8. Surat Kematian 2

9. Laporan RT/RW -

banyak 10. Penitipan Dana SKRD -

11. Rekomendasi SITU -

pelayanan 12. | Surat Keterangan Usaha 4

13. Surat Membangun (IMB) -

pada Kantor [14. | Nilai Harga Tanah -

15. | Akte Jual Beli (AJB) -

Kelurahan 16. Undangan -

Karuwisi 17. Surat Tugas -

18. | SPTB (TASPEN) -

Utara, namun |19. | NA Perkawinan -

20. SKCK 4

belum ada | 21. | Izin Keramaian -

22. Surat Keterangan Tidak mampu 5

satupun 23. | Surat Kehilangan -

24, Pencurian -

Standar 25. Surat Keterangan belum Menikah 2

Pelayanan 26. Jaminan Bebas Bersyarat -

27. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) -

yang 28. Beasiswa -

mengacu 29. Sertifikat -




pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun

2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Table 3
Jenis Pelayanan yang akan dibuatkan Standar Pelayanan

1. | Surat Keterangan Usaha 4 Orang
2. | Surat Keterangan Domisili 4 Orang
3. | Surat Keterengan Tidak Mampu 5 Orang

Total 8 Orang

Sumber : Buku Register Kelurahan Karuwisi Utara

Berdasarkan Tabel 3 jumlah penerima layanan disetiap jenis pelayanan yang ada pada
Kantor Kelurahan Karuwisi Utara menunjukkan bahwa Masyarakat banyak melakukan
pengurusan 3 jenis layanan diatas, maka dari itu penulis ingin mengambil 3 jenis layanan

tersebut untuk dibuatkan Standar Pelayanan.

Penelitian yang dilakukan oleh Jamaluddin (2016) yang Berjudul Model Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik, hasil penelitian ini memberikan harapan bagi Masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan yang berkualitas serta menjadi kewajiban pemerintah untuk
memenuhi kebutuhan hak-hak setiap warga negara, sehingga diperlukan komitmen yang
lebih kuat lagi dari para penyelenggara negara sebagai pihak yang diberi kewenangan

untuk meningkatkan kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada hari Kamis 21 Maret 2024 di Kantor
Kelurahan Karuwisi Utara, Peneliti tidak menemukan dokumen standar pelayanan dan
konfirmasi melalui wawancara dengan Bapak Ade Reyhan Salman S,S.STP selaku Lurah di

Kantor Kelurahan Karuwisi Utara bahwa :



“Kantor Kelurahan Karuwisi itu baru mau melakukan penyusunan (Pembaharuan)
Standar pelayanan, dulu ada tapi tidak tau lagi dimana (tercecer)’

Dari wawancara singkat diatas ini, penulis dapat simpulkan bahwa Kantor Kelurahan
Karuwisi Utara itu belum memaksimalkan kewajibannya sesuai dengan Undang-undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Rezki Amalia selaku Staff Kantor Kelurahan

Karuwisi Utara, yang mengatakan bahwa :

“Dikantor Kelurahan Karuwisi ini dalam melakukan pelayanan memiliki waktu yang
tergantung dari jenis pelayanannya, dan kendala kami dalam melakukan pelayanan itu
kadang masyarakat tidak tertib dimana tidak membawa kelengkapan registrasi
persyaratan, selain itu kan persyaratannya di kantor kelurahan ini cuma membawa surat
pengantar dari RT/RW tapi kadang RT/RW nya tidak ada dirumah, nah itulah biasanya
masyarakat dating tanpa surat pengantar” (wwc/R).

Sudah terdapat persyaratan yang harus dilengkapi oleh masyarakat ketika melakukan
pengurusan namun alur pelayanan belum ada pada kantor kelurahan tersebut sehingga

membuat masyarakat bingung.

Menurut dari informasi masyarakat setempat mengatakan bahwa :

“Jika ingin mengurus surat keterangan apapun itu biasanya hanya membawa surat dari
RT/RW” (wwc/K).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian terhadap Penyusunan Standar
Pelayanan pada Kantor Kelurahan Karuwisi Utara, dengan harapan agar dapat membantu
masyarakat dalam menemukan informasi terkait pelayanan publik. Berdasarkan informasi
yang peneliti dapatkan dari pegawai kantor kelurahan karuwisi Utara. Maka peneliti tertarik
mengangkat permasalahan ini dalam sebuah tugas akhir (Skripsi Karya) dengan judl

“Penyusunan Standar Pelayanan pada Kantor Kelurahan Karuwisi Utara”



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pokok
permasalahan dalam penelitian ini yaitu :
1. Bagaimana Penyusunan Standar Pelayanan Surat Keterangan Usaha Pada Kantor
Kelurahan Karuwisi Utara?
2. Bagaimana Penyusunan Standar Pelayanan Surat Keterangan Domisili Pada Kantor
Kelurahan Karuwisi Utara?
3. Bagaimana Penyusunan Standar Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu Pada

Kantor Kelurahan Karuwisi Utara?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas,
tujuan penelitian ini yaitu Menyusun Standar Pelayanan dan memberikan kemudahan
dalam masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pelayanan pada Kantor
Kelurahan Karuwisi Utara yang khususnya pada pelayanan sebagai berikut :
1. Standar Pelayanan Surat Keterangan Usaha
2. Standar Pelayanan Surat Keterangan Domisili

3. Standar Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu

D. Manfaat Penelitian

Dengan melihat tujuan penelitian diatas, maka penulis mengharapkan hasil

penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Manfaat Akademik
Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan

praktik perancangan standar pelayanan, penulis juga berharap penelitian ini



dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan

penyusunan atau perancangan standar pelayanan.

Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi
bagi Kantor Kelurahan Karuwisi Utara untuk lebih meningkatkan kepatuhan
pelayanan publik melalui Perancangan Standar Pelayanan. Selain itu, hasil
penelitian ini akan memberikan produk berupa dokumen Standar Pelayanan
yang akan membantu Puskesmas tersebut dalam menyelenggarakan pelayanan

publik.



